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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan
Jalan Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan. Sesuai
dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun

| 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk
menyusun laporan kinerjanya. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari enam komponen

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

LAKIN ini diharapkan memenuhi mekanisme akuntabilitas Balai Perkerasan dan Lingkungan
Jalan dalam menyampaikan capaian kinerja serta menjadi perwujudan kewajiban Balai
Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan untuk periode 2023. LAKIN disusun merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra)
Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra Direktorat
Jenderal Bina Marga dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2020-2024 yang diimplementasikan dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam
penyusunan LAKIN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 ini.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas dan perwujudan tata kelola yang baik, Balai Perkerasan dan
Lingkungan Jalan sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PUPR
mempertanggungjawabkan pelaksanaan-pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang
diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam
mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan
penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan
kaidah keilmiahan tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang
perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei sebagaimana ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun laporan kinerja untuk melaporkan
pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja (PK). Pada PK 2023, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung

sasaran program:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran
Program (IKSP) Rating Keselamatan Jalan Nasional melalui Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dengan rincian output

berupa Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan;

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya
dengan IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR melalui IKK Tingkat
Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan dengan rincian output berupa
kegiatan Layanan Perkantoran, kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dan

kegiatan Layanan Sarana Internal.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan

Jalan tahun anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Anggaran

Kinerja dan tingkat penyerapan keuangan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan

Lingkungan Jalan tahun 2023 dilihat berdasarkan e-monitoring PUPR, PAGU Balai
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Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp
11.755.966.000, dengan realisasi sebesar Rp 11.443.520.000 atau menyerap anggaran
sebesar 97,34%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2023 sudah
mencapai nilai 99,21%. Kontribusi terbesar dalam realisasi penyerapan ini adalah
kegiatan Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan yang realisasi keuangannnya
Rp 7.155.006.000 sebesar 96,91%, sementara kontribusi terendah adalah kegiatan
Layanan sarana internal dengan realisasi keuangannya Rp 487.132.000 sebesar 99,00
%.

2. Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output diperoleh dengan cara mengukur dan membandingkan
rencana/target output yang ingin dihasilkan berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja
Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 dengan realisasi output yang
mampu dihasilkan dan diwujudkan pada akhir tahun 2023. Dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian
Output (KRO) yang telah diperjanjikan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat

memenuhi semua KRO.

Tabel Capaian Kerja Output BPLJ TA 2023

2023
No OUTPUT SAT —— —
Target Realisasi Kinerja
1 Layanan Keteknikan Bidang Jalan Rekomendasi 1 1 100
dan Jembatan Kebijakan
2 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Lavanan 1 1 100
Internal Y
Layanan Umum Layanan 1 1 100
4 Layanan Perkantora Layanan 1 1 100
Layanan Sarana Internal Unit 1 1 100

o Untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, pada Tahun
2023 untuk tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknis, BPLJ telah
menerima 249 layanan teknis yang terdiri atas 171 kegiatan advis teknis, 78 kegiatan
layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan
pengujian internal, serta pendampingan teknis berupa rapat maupun sebagai
narasumber. Sedangkan untuk teknologi bidang jalan dan jembatan yang
dikembangkan telah menghasilkan 3 kajian teknis, 2 aplikasi, 1 basic design, 23
pedoman terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.

e Untuk kegiatan Layanan Perkantoran, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 layanan
karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan
kelancaran pembayaran belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan
terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi

dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran.
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e Untuk kegiatan Layanan Umum, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 layanan karena
telah terpenuhinya kebutuhan operasional pimpinan dan kebutuhan operasional
kegiatan kesatkeran sesuai dengan anggaran selama periode waktu 1 (satu) tahun
untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan efektivitas dan efisiensi tugas dan
fungsi dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

¢ Untuk kegiatan Layanan Sarana Internal, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 unit
karena telah terpenuhinya pengadaan untuk fasilitas perkantoran dan laboratorium
untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksaan tugas dan fungsi dari Balai
perkerasan dan Lingkungan Jalan.

¢ Untuk kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, pada Tahun 2023 telah
tercapai 1 layanan yang mencakup Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang
Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik
(Kehumasan), Pembangunan Zona Integritas, Administrasi PNBP, dan Penerapan
SPIP dan Manajemen Risiko.

3. Kendala dan Permasalahan

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan
Jalan pada Tahun 2023 yang berdampak pada capaian kinerja Balai Perkerasan dan
Lingkungan Jalan, diantaranya terkait perencanaan awal RKA dan PK yang belum cukup
matang, perubahan lokasi pembangunan jalan test track, kegiatan-kegiatan yang bersifat
direktif dari atasan, disposisi pimpinan, dan undangan pembahasan daring terutama
terkait layanan teknis yang mengakibatkan beban perkerjaan berlebih, pendistribusian
pekerjaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan
masih belum merata, dan kesulitan dalam pengadaan alat baru akibat kebijakan
penggunaan produk dalam negeri. Secara umum target dan sasaran yang telah
diperjanjikan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2023 secara
pencapaian kuantitas output dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan secara kualitas
output dan anggaran diperlukan rekomendasi strategi dan tindak lanjut guna

meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan




DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR Lottt e e e e et e e e e e e s et e et e e e e e e e e anneneees I
RINGKASAN EKSEKUTIF ...ttt et e e e e e e e e e nene s Il
DN e 1N o 11 TP PP PPPPPPTPPIN 1
DAFTAR TABEL ...ttt ettt e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e nnnennes 3
DAFTAR GAMBAR ..ottt e e e e e e e e e e e s inr s 5
BAB 1 PENDAHULUAN . ...ttt e e e e e e e e e e e 7
1.1 Latar Belakang ........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee e 7
1.2 TUQAS AN FUNGSI.ccttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e eeees 8
1.3 SETUKEUI OFQANISASI. ceceeerriiiiiiiiiieiiiiiiiiiiei ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et e ettt e et e e et e et e et e e et e e e eeeeeeeeeeeees 9
R A S U IS 1 =1 (=T | PP PP PP PPPPPPPPPPPPP 10
1.4.1 Keselamatan Dan Geometrik Jalan..............uuuuueeuuumiiiimiiiiiiiiiiiiiiieieeeiineeeees 11
1.4.2 Over Dimension Over Loading (ODOL) .........uuuuuuuumimiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiniennnnnnnnne 11
1.4.3 Kemantapan Jalan NaSIONAI .............uuuuuuuiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeeee e 11
1.4.4 Harmonisasi Antar Standar ACUGIN .............uuuuuuueruuureninennnnennnnnnnnnenenennnnennnnnns 11

1.4.5 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pra sampai Pasca Konstruksi

12

1.4.6 Kinerja Perkerasan Jalan.............coiiiiiiiiciieeieee e 12

1.4.7 Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) ......cccoovieeiiiiiiiiiiienneeenns. 12
1.5 Sistematika LapOran.........oouuuuiii et e e ettt e e e e e e e e eeeaea e e e e aeanaee 12
BAB 2 PERENCANAAN KINERUJA .ot 14
2.1 Uraian SingKat RESra BPL ......ccoooiiiiiieeeeeeee e 14

2.1.1 Penjabaran ViSi dan MiSi ..............uuuuuuummimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeebeeeeeeeeeeeenee 14

2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ ... 16

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ ... 19
2.2 Perjanjian KINEIJA .....oouuieiiii et e ettt e e e e e e e e ettt e e e e e e e eeeennaans 20

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 ..............cccccoiimiiiiiiininnnnns 20
2.3 Target Kinerja Tahun Berjalan BPLJ ..o

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan




2.4 Metode PeNQUKUIAN ... 25
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI .....coveieeieeereieeeeeesesesiesee s 29
3.1 SUMDBEr DAYa MaANUSIA ... ..iiieeeiieeeiiiiies e e e s e e e e et e e e e e e ettt e s e e e e e e eeaesaanaas 29

3.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ....uuuiiiiii et e e eaanees 29

3.1.2 Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) ......ouviiiiiiieeiiiien e 31

B 3 P P P K e et ar e 33

3.1.4  Konsultan INAIVIAU ........coooeeieieee 35
3.2 SArANA PraSAraNa .....ccuuuuuiiieeeiiiiiiiiae ettt e e et e e e e e et e e nn e e e e e e e e ennrn s 36
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).......ccooiiiiiiie e 37
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERUJA ...ttt et 40
4.1 Upaya Peningkatan AKUNIADIlITAS ...........ccuuiiiiiiie e 40
4.2 Capaian Kinerja OrganiSaSi.........uceiieeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeitisss e e e e e e e et e e e e e saarr e eaes 43
4.3 Perbandingan Kinerja OrganiSasSi...........cuuuiuiiiiiieeeiiiiiiiiii e ee et e e e 71
A T 1L Y g [0 [ T T - | [PPSR 74
4.5 Pemanfaatan Laporan KiNerja ..o 78
4.6 Paket Diresmikan dan Penghargaan ... 85
4.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Layanan Publik.................... 86
BAB 5 PENUTUP .....ooouiiiiiteie ettt 88
5.1 SIMPUIan UmMUM ..o e e e e ettt s e e e e e e e e araaaa s 88
5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan ... 88
5.3 PermMasalanan ..... ..o 89
5.4 Rekomendasi dan Tindak LanjUt ............cooiiiiiiiniiiieeee e 89
LA P R AN L ettt e e et e e et et et e e et e et aa e e e rna s IX

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

br

’




DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024)........ccccovuuuiiiiieeeee et 17
Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024)........ccoooiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
Tabel 2.3 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Outcome)............cccceeeeeen... 20
Tabel 2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Output) ..........ccooeveeiiieeennnn. 21

Tabel 2.5 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra
2028 e e aaaa e 23

Tabel 2.6 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023

.................................................................................................................. 23
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024) .........ccoooeiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 24
Tabel 2.8 Pengukuran Indikator Kinerja 2023 BPLJ...........oiiiiiiiiiiiiiee e, 27
Tabel 3.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan .................cccoeeeee. 37
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2023.......coiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeceeve e 38
Tabel 3.3 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2023 .......coovviiiiiiiiieeeeeeeeiiee e 39
Tabel 4.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ............ccccceeeeeeei. 41
Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2023.........cccccceeiieeeiiiiiiiiiieeeeeenen, 44
Tabel 4.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .............ccoovvviiiiiinnneenn. 44
Tabel 4.4 Capaian Kinerja IKU BPLJ 2023 ........oouiiiiiieii e 45
Tabel 4.5 Output Teknologi Bidang Jalan yang Dikembangkan ..............cccccoeiiiii. 50
Tabel 4.6 Perbandingan Capaian Outcome Kinerja Beberapa Tahun Terakhir................... 72
Tabel 4.7 Perbandingan Capaian Output Kinerja Beberapa Tahun Terakhir....................... 72
Tabel 4.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra..............ccccoeevvvvienneeenn. 73
Tabel 4.9 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2023.......... 75
Tabel 4.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Satker BPLJ ..o 77

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

br

’




bl
Tabel 4.11 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

Unit Pelayanan 86

Tabel 4.12 Indeks Kepuasan Masyarakat BPLJ 2023...........cccooiiieiiiiiiiiiiiiieeeeeceeeviiee e 87

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.......................... 10
Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ ..o 18
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2023...........ccocoeiiiiiiiiieeieee e 22
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2023 ..., 22
Gambar 3.1 SDM PNS Berdasarkan Gender ............ccooiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieeee e 30
Gambar 3.2 SDM PNS Berdasarkan Golongan..............coovvviiiiiiiiiiieeeeceeeeieee e 30
Gambar 3.3 SDM PNS Berdasarkan UsSia ..........ccoouioiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeee e 30
Gambar 3.4 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan...............cccovvviiiiiiiiiiiiiiiieeee 31
Gambar 3.5 SDM PNS Berdasarkan Jabatan............ccooooooioioiin 31
Gambar 3.6 SDM Non PNS Berdasarkan Gender .............c.uuvvvviieiiiiiiiiiiiiiiieee e 32
Gambar 3.7 SDM Non PNS Berdasarkan USIa..........cooouuiioiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 32
Gambar 3.8 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan .............ccccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeen 33
Gambar 3.9 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan ............ccoooeeiieiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeen 33
Gambar 3.10 SDM PPPK Berdasarkan Gender .............cccuuiiiiiiieeiiiiiiiiieeeeeeee e 34
Gambar 3.11 SDM PPPK Berdasarkan USIa ............ccoouiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 34
Gambar 3.12 SDM PPPK Berdasarkan PendidiKan. ..., 35
Gambar 3.13 SDM PPPK Berdasarkan Jabatan.............ccoooeeeieieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 35
Gambar 3.14 SDM Kl Berdasarkan Gender ..........ccoooooiioiiiiieeeeeeeeeeeeee e 36
Gambar 3.15 SDM Kl Berdasarkan USIa ..........cccooeiieeioiiieeeeeeeeeeeee e 36

Gambar 4.1 Dokumentasi diskusi pra penajaman anggaran, Rapat Monev bulanan, Reviu
Renstra BPLJ, Pembahasan Laporan Kinerja TA 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2023,
Penyusunan PK 2024, dan Penyusunan LAKIN BPLJ 2023............cccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 42

Gambar 4.2 Dokumentasi Layanan TekniS..........oouuuiiiiii e 47

Gambar 4.3 Pembayaran Belanja Uang Lembur Tahun 2023

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



file:///D:/Banten%20LAKIN/LAKIN%20BPLJ%202023(1).docx%23_Toc156594974

Gambar 4.4 Belanja Sehari-hari Perkantoran Tahun 2023 ..........c.coooeviviiiiiiiinieeeeeeeein, 61
Gambar 4.5 Pemeliharaan Gedung Balai dan Laboratorium Tahun 2023...............cccceveee.. 62
Gambar 4.6 Pengadaan Pendukung Perkantoran Tahun 2023 ..............ccooooeiieieieeeeeee, 64
Gambar 4.7 Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan ............ccccooiieeeiiiiiiiiiiii e, 66
Gambar 4.8 Kegiatan Kepegawaian Tahun 2023 ... 71
Gambar 4.9 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2023............ccccoiiiiiieiiiiniiiiiieeeeen, 76
Gambar 4.10 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2023 .........cccccoevvieeevievivnnnnnnn. 76
Gambar 4.11 Hasil Kuesioner Krteria L........ccoooooooiioeeeeeeeeeeeee e 79
Gambar 4.12 Hasil Kuesioner KIEeria 2..........c.uuiviiiiiiiiiiiiiiie e 80
Gambar 4.13 Hasil Kuesioner Krteria 3.......cccooo oo 81
Gambar 4.14 Hasil Kuesioner KIeria 4.........ccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiee e 82
Gambar 4.15 Hasil Kuesioner Krteria 5.......ccooooooiioeeeeeeeeeeeeeee e 83
Gambar 4.16 Hasil Kuesioner Krteria B.............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 84
Gambar 4.17 Hasil KueSioner KIteria 7.......ccoeeeeeeeeeeeeee e 84
Gambar 4.18 Dokumentasi penyebaran KUESIONET ........cccooieeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 85

LAKIN TA 2023 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

br

’




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah instrumen yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu prencanaan strategis, perencanaan Kkinerja, pengukuran kinerja dan
pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap unit kerja dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi.
Penyelenggaraan Laporan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan
dilaporkan secara periodik dan melembaga.

Selain itu, dalam upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas,
transparansi dan produktivitas kinerja, Instansi Pemerintah diharuskan menyampaikan
pelaporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai Unit Eselon Il yang berkoordinasi dengan
Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dibawah Direktorat Jenderal Marga Kementerian
PUPR berkewajiban membuat LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran.
Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK).
Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
realisasi indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian
indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi
dengan mengacu kepada kinerja Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dan sasaran menjadi acuan bagi
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan kedalam Penetapan

9Kinerja (PK), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKIP menjadi dokumen untuk
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mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolak ukur bagi organisasi dalam

menjawab tantangan pembangunan bidang jalan dan jembatan.

1.2

Tugas dan Fungsi

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan,

lingkungan jalan dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan

dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 124 Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020, Balai Perkerasan

dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan
dan lingkungan jalan;

Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan
lingkungan jalan;

Pelaksanaan uji laboratorium lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang
jalan dan jembatan;

Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang
struktur perkerasan dan lingkungan jalan;

Pengembangan sistem monitoring bidang struktur dan perkerasan dan lingkungan jalan;
dan

Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, administrasi kepegawaian,
pengelolaan dan pelaporan administrasi keunagan, penerimaan negara bukan pajak

dan barang milik negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan,

Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

1)

2)
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Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi
keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi

administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing — masing berdasarkan peraturan perundang - undangan

yang berlaku.
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1.3 Struktur Organisasi

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur
organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai
Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya. Sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat

Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga

dapat dilihat dalam Gambar 1.1.
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Kepala Balai Perkerasan dan
Lingkungan Jalan

Neni Kusnianti ST., MT
NIP. 196901231997032002

Kepala Sub Bagian Tata
Usaha

Zihad Furgon
NIP. 198205192010121001

Kelompok Jabatan

Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Dalam rangka mengoptimalkan evaluasi kinerja dalam menjalankan organisasi tersebut,
Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh 3 (tiga) Ketua Tim. Ketua Tim adalah
pejabat fungsional dan non fungsional yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi, kegiatan layanan teknis, melakukan
pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi dan kegiatan layanan
teknis, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta pengendalian
dokumen atau output. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini selalu berkoordinasi
dengan Ketua Kelompok Bidang Keahlian dalam upaya pencapaian output agar sesuai
dengan perencanaan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun
2020, BPLJ merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina
Marga yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina
Teknik Jalan dan Jembatan. BPLJ berperan dalam penyediaan rekomendasi kebijakan dan
layanan teknis kepada stakeholders, terutama unit-unit kerja di Direktorat Jenderal Bina
Marga seluruh Indonesia, dan yang terkait di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, serta

peralatan survei.

Dalam pemenuhan tugas dan fungsinya, BPLJ tentunya menghadapi tantangan dalam upaya
pemenuhan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Pada Tahun

Anggaran 2023, isu-isu strategis yang dihadapi BPLJ selain dari pelaksanaan pekerjaan rutin,
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juga menghadapi pekerjaan yang bersifat direktif sejalan dengan upaya peningkatan
konektivitas jaringan jalan, sebagaimana berikut:

1.4.1 Keselamatan Dan Geometrik Jalan

Beberapa permasalahan terkait keselamatan dan geometrik jalan masih menjadi topik utama
yaitu kelandaian tinggi akibat kondisi topografi Indonesia yang cenderung berupa perbukitan
dan pegunungan, keselamatan truk yang hilang kendali pada turunan curam, keberadaan jalur
penyelamat darurat eksisting yang belum sesuai dengan pedoman terbaru, keberadaan objek
bahaya sisi jalan (kaku), serta geometrik persimpangan jalan yang belum optimal baik

persimpangan sebidang maupun .
1.4.2 Over Dimension Over Loading (ODOL)

Masih berkaitan dengan isu strategis keselamatan, kebijakan Zero Over Dimension Over
Loading (ODOL) 2023 mengenai penertiban batas muatan dan dimensi kendaraan
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memperkecil risiko percepatan
kerusakan infrastruktur jalan. Bina Marga sebagai penyelenggara jalan memerlukan data
beban sumbu kendaraan dan jenis kendaraannya yang merepresentasikan kondisi di
lapangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan preservasi jalan yang
tepat mutu dan tepat anggaran serta dalam menentukan kebijakan bina marga untuk
mendukung Zero ODOL.

1.4.3 Kemantapan Jalan Nasional

Dalam proses mencapai kemantapan jalan nasional, penyediaan drainase yang merupakan
salah satu kelengkapan jalan yang berperan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat
genangan air. Data aset dan kondisi drainase jalan perlu untuk memiliki sebuah standar
keberfungsian yang dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan
pemrograman penanganan drainase jalan. Dukungan dari teknologi informasi dapat menjadi
salah satu kunci untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan inventarisasi, inspeksi, serta
penilaian kondisi dan program penanganan drainase jalan yang terpadu dalam suatu aplikasi
sistem informasi manajemen drainase jalan yang mengedepankan kepastian mutu dan

ketepatan anggaran sehingga lebih efisien.
1.4.4 Harmonisasi Antar Standar Acuan

Standar acuan dalam pekerjaan konstruksi jalan memastikan bahwa jalan yang dibangun
memiliki kualitas yang telah terjamin kehandalannya. Namun pada prakteknya, masih terdapat
standar acuan yang belum saling terintegrasi dalam implementasi penerapan di lapangan.
Sebagai contoh acuan untuk desain perkerasan jalan antara Spesifikasi Umum dan Manual

Desain Perkerasan (MDP) beserta suplemen MDP masih memiliki perbedaan yang
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menimbulkan dualisme standar bagi perencana dan kontraktor dalam pelaksanaan konstruksi
jalan. Manual Desain Perkerasan Jalan dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2)
dan Spesifikasi Umum Jalan Tol 2020 juga menunjukkan bahwa jalan tol dan jalan non tol
didesain dengan standar yang berbeda. Untuk memberikan kepastian hukum dan standar
acuan yang jelas, maka perlu dilakukan harmonisasi beberapa standar sehingga tercipta

acuan yang saling terintegrasi dalam satu payung hukum.
1.4.5 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pra sampai Pasca Konstruksi

Dampak pembangunan jalan mulai dari pra konstruksi sampai pasca konstruksi terhadap
lingkungan masih selalu menjadi permasalahan yang perlu diminimalkan. Kebijakan
pembangunan jalan yang berkelanjutan masih memerlukan panduan untuk memudahkan
penyelenggara jalan memahami pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selaras

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.4.6 Kinerja Perkerasan Jalan

Penurunan kondisi perkerasan jalan tidak dapat terhindarkan. Hal ini disebabkan karena
beban lalu lintas yang melewatinya dan efek dari lingkungan (cuaca, suhu, dll.). Untuk
melakukan evaluasi kinerja struktur perkerasan yang tepat mutu dan tepat anggaran, maka
diperlukan pemodelan penurunan kondisi perkerasan baik perkerasan kaku maupun

perkerasan lentur yang mewakili beban lalu lintas di Indonesia.
1.4.7 Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN)

Permasalahan terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri, penggunaan e-katalog,
dan kebijakan refocusing anggaran masih menjadi tantangan pada pelaksanaan tugas dan
fungsi BPLJ. Pengadaan barang dan jasa telah memperhatikan penggunaan produk dalam
negeri dan e-katalog, namun pengadaan alat survei impor menjadi sulit untuk dilakukan.
Tantangan untuk memperoleh kualitas yang distandarkan dihadapkan pada keterbatasan
produk dalam negeri yang mampu mendukung kegiatan BPLJ. Sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal
Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR,

diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor.

15 Sistematika Laporan

Dalam penyajian laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdapat sistematika

pelaporan meliputi:
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Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum
organisasi meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, aspek strategis dan
isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi,
program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui
uraian renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan
Lingkungan Jalan 2023, metode pengukuran dan target kinerja BPLJ tahun 2023 menurut

Renstra
Bab lll Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki,
mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada
bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber

daya yang dimiliki.
Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Balai
Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2023 yang disajikan melalui penjelasan tentang
upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran,
pemanfaatan laporan kinerja, paket diresmikan dan penghargaan, serta hasil survei kepuasan

masyarakat layanan publik.
Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan,
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan

meningkatkan kinerja.
Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Awal
Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023, Data Catatan Kaki Laporan Klinerja, dan

Dokumentasi.
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BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ

2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian
visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah
sebagai berikut:

VISI (Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR yang andal, responsif, inovatif dan profesional dalam pelayanan kepada
presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden:

“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai
dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI (Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah

serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan

inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian PUPR kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran
strategis sebagai ukuran kinerjanya. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu unit
organisasi di bawah Kementerian PUPR yang menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan mendapatkan amanah untuk

meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan
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bE I

pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing dengan
sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja
waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km). Sehingga misi Direktorat
Jenderal Bina Marga dirumuskan sebagai berikut:

Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN jalan nasional,
M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN jalan nasional;

Adapun penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 adalah:

1. Misi 1 (M.1) merupakan misi yang berkaitan dengan komitmen Direktorat Jenderal Bina
Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas
merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yang melalui RPJMN
2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator
waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km.
Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No.
38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan
harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas,
mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.

2. Misi 2 (M.2) merupakan misi internal (yang menjadi institution concern) berkaitan
dengan upaya dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya
(secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program
penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Dimana cakupan